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. kesampatan dan keleiuasaan kepada Daerah unf:uk menyelenggarakan Oton mxj
“Daerah.. ‘Untuk: mendukung penyelenggaraan otonomi daezah diatur dan’
“ditentukan sumber sumber keuangan Daerah, di’ antaranya Pajak Daerah.yang_' '

diatur.oleh Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
‘Rétribusi Daerah. Seiring dengan laju permmbu’-zan penduduk dan 1ndustr1,-
permintaan akan pemenuhan kebutuhan air bersih meningkat dengan pesat,

Terleait penggunaan azr permukaan teiah terjadi penyedotan dan pengambilan

air bawah tanah vang berlebihan, hal tersebut menyebabkan permukaan tanah
semakm ‘menurun. ‘Bagaimana kewenangan Negara dan Pemerintah Daerah
dalam ‘mengelola ajr .tanah ‘dan bagaimana seharusnya Peraturan Daerah
mengatur pengelolaan pajak air tanah dimasa yang akan datang. Dalam kontek
penguasaan Sumber Daya Air dalam wilayah negara Indonesia, maka hak
penguasaannya adalah ada pada negara. Negara dalam hal ini Pemerintah
Daerah bertanggung]awab terhadap persoalan atau permasalahan lingkungan,
ekologis atau segala hal yang menyangkut kebijakan publik atas masalah
lingkungan dan sumber daya alam. Pajak mengenai air dapat dikenakan pada
pajak propinsi maupun pajak kabupaten kota, Dengan adanya pemungutan pajak
air tanah terhadap masyarakat maka pola penggunaan air tanah akan dapat
dibatasi. Fungsi perpajakan air tanah yaitu harus dibuat pola dan sistem
pengenaan pajak air tanah yang dapat mengatur pola pemakaian dan
pemanfaatan air bawah tanah sehingga ketersediaan air tanah dapat tetap'
terjaga.

Kata kunci: Pajak, Air Tanah.

Abstract

Republic of Indonesia as a unitary State adheres to the principle of decentralization in
governance, by providing the opportunity and flexibility to the regions fo Fold
regional autonomy. To support the implementation of regional autonomy is set arud
determined the financial resources of the Region, including Regional Tox requlated
by Law Number 28 of 2009 on Local Taxes and Levies. Along with population and
industrial growth, demand for clean water needs increased rapidly. Related to the
use of surface water has been siphoned off and making excessive underground
water, it caused the surface soil decreases. How State and Local Government
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authority to manage ground water and how should the Local Rules governing the
management of ground water tax in the future. In the context of mastery of Waiter
“Resources in the territory of Indonesza, the masiery is right there in the couniry.
_'Counines in this Region Government shall be responsible for the problems or
environmental problems, ecelogical or any matters relating to public policy on
environmental issues and natural resources. Tax on weater can be imposed on provingial
‘taxes ortax dzsmct of the city. With the taxation of ground water to the socieiy then
" the. pattern of use o_r__groun_d water will be imited. Taxation functions of ground ™
water that is to be made patterns and taxation systems that can regulate ground ..
waterusage patterns and uttlzzaiwn of underground water 50 that sozl water auazlabzlat J_' :
'canbemamtamed S S R

E ..Keyward‘ :_.Ta_x ground water U

A. Pen&ahuiuan _ R T

Mengacu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUDNRI Tahun 1945) kesejahteraan masyarakat .merupakan_
tanggung jawab negara. Asshiddigie mengemukakan dalam pidato
pengukuhan bahwa. “Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), di samping sebagai”
konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi®. Saiah
satu cirinya yang penting adalah UUD NRI Tahun 1945 mengandung 1de
negara kesejahteraan. (welfare staie) yang tumbuh berkembang karena
pengaruh sosialisme sejak abad 19. Ciri negara kesejahteraan ini
tercermin antara lain dalam rumusan Pasal 23 ayat (3}, Pasal 33 dan
Pasal 34. Berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya Air dari pasal-
pasal UUD NRI Tahun 1945 vang mengandung ide negara kesejahteraau,
yang paling terkait adalah Pasal 33 ayat (3). Pada intinya pasal tersebut
mengemukakan bahwa sumber daya alam (termasuk Sumber Daya Air},
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan
digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat!. Dalam kontelk
penguasaan Sumber Daya Air dalam wilayah negara Indonesia, hak
penguasaannya adalah ada pada negara. Dalam hal ini negara adalah
sebagai kuasa dan petugas bangsa Indonesia bukan sebagai pemilik.
Tugas mengelola tersebut yang menurut sifatnya termasuk hukum
publik, tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa
Indonesia.

' Rlsmals Dewi, 200%9,5umber Daya Alr Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal: Kajian mengenai

Pengusahaan Alr di Kecamatan Cidahy ~ Sukebumi dan Polanhario - Klatem, DisertasiProgram Studi 8 ..

Pascasrjana Falultas Hukum Universitas Indonesia. Depok , him. 19
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- Pajak Melind'unzi'--Kcteréediaan Alr -Téﬁgah

“:Negara Repubhk Indones:a sebagal Negara Kesatuan menganut asas
desentrahsam dalam penyelenggaraan pemermtahan demgan
- ._membem}can kesempatan ‘dan ‘keleluasaan: kepada Daerah untuk

_;menyeienggarakan Otonoxm Daerah Karena ith, Pasal+18 UUD: NRI

: _'Tahun 1945 antara Ian, menyatakan bahwa pembag1an Da_erah

'T:'-_pemenntahannya d1tetapkan dengan undang—undang

e Da.lam pen;elasan pasal tersebut ‘antara lain, dakemukakan bahwa
i oleh' arena Negara Indonema itu sua‘tu eenhezdssfaat maka Indo__ ia

- -.-tldak akan mempunyeu Daerah dalam’ lmgkungannya _,rang staat: juga:

s Daerah Indonema akan dlbagz dalam ‘Daerah ‘Propinsi dan Daerah
'Propmsz akarn. dibagl dalam daerah yang lebsh kecil. Di daerah-daerah
yang ber51fat otonorn {streek en locale rechfgemeenschappen) atau bersifat
administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan
Undang-Undang’. Di daerah-daerah yang bers1fat otonom akan diadakan
Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena 11:1,1 di daerah pun pemermtahan
a.kan bersendi atas dasar pemusyawaratan 2

Dengan dem1k1an Undang-Undang Dasar 1945 merupakan
landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan
memberikan kewenangan yang lias, nyata, dan bertanggung Jawab
kepada daerah.

Propinsi Daerah Tingkat | menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1974, dalam Undang-Undang 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2004 dijadikan Daerah Propinsi dengan kedudukan Daerah
Otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, melaksanakan
kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur.
Daerah Propinsi bukan merupakan daerah Pemerintah atasan dari
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan demikian, Daerah Otonom
Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mempunyai
hubungan hierarki. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut
berkedudukan bersama Daerah Otonom yang mémpunyai kewenangan
dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan
menurit prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, diatur dan
ditentukan sumber-sumber keuangan Daerah, misalnya Pajak Daerah

2

"di Baerah, Gramedia, Jakaria , him. 1.

i19

' Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2001, Ctonomi Penuyelengoaraan Pemerist2alan ...l




. fnast AESIDLASI BBOMESIA Vol 8 Mo, 4 = Avsil 2011

- yang diatur dalam Undang-undang Nomor:28 Tahun 2009 tentang Pajak -
;_Daerah dan Retribusi- Daerah:-Selain 1tu mengena1 pengaturan

_ Keuan@an antara anermtah Pusat dan Daerah juga telah diatur da,n' g
mengacu: pada Undang Undang: MNomor 33 Tahun 2004 Tentang :

Penmbangan iieuangaiﬂ Antara’ Pemerintah }?usat dan Daerah

Undamg Undang Nomer 28 Tahun 2009 temang Pa_;ak Daerah ﬂan_:
o Qetrzbusz Daerah; meneﬁapkan ketentuan- ketentuan ‘pokok yang

membenkam pedoman }*ebuaka‘a dan arahan bagi Daerah dalam

: peiai«;sanaam pemungutan paga}c: dan retrlbum sekahgus meneiapkap"-'__-
o 'pengaturan untuk menjamin. penerapan proseaur Umn Perpa_}akan_g_

3Daerah da_n Retnbusz Daerah. .

Pajak. Dae"ah cubagl men;adx Pa}ak Propmsz dan Pajak Kabupai’en /

Kota ‘Jenis Pajak Propinsi dltetapkan sebanyak 5 jems pajak yeutu

o Pajak Kendaraan Burmotor
“Bea Balik Nama Kendaraan Eermotor

' 'Pajak Bahan Bakar z{endaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan;

: “Pajak Rolok.*- '

Jems Pajak Kabupaten / propm31 terdiri atas

Pajak Hotel;
- Pajak restoran;
'Pajak hiburan;
"Pajak Rek}ame
' Pajak Penerangan Jalan;
" Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
. Pajak Parkir;
Pajak Air Tanah;
Pajak Sarang Burung Walet;
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
Bea Perolehan hak Atas Tanah dan bangunan.

I

5090.:“39‘.‘”:’-“9?!\3!-'

Fand  fowd
s (D

Walaupun demikian, Daerah Propinsi dapat tidek memungut salah
satii'atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi
pajak di Daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khususnya untuk
daerah yang setingkat daerah propinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah

#  Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, LN

ety
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Kabupaten/ Ko‘ta seperti Daerah Kht.sus Ibukota Jakarta jenis pajak
‘vang dapat d;.pungut merupakan gabungan dari- pa_;ak Lntuk Daerah
:Propmsa ‘dan Pa_]ak untuk Daerah Kabupaten / Kota L

Ketentuan ini dxmaksudkan untuk membemkan keleluasaan
- k&pada daerah Kabupax,en / Kota da}am mengantlsxpam sztuam da.n kcndls1
serta perkembangan perekonomlan daerah paaa ‘masa’ mendaLang yang
: ';mengaklbatkan perkembangan poienm pajak ‘dengan tet tap

."memperhatlkan kesederhanaan jenis pagak dan asp1ms1 masyaxakat

-':-.serta memenuh1 kntena yang telah d1tetapi<:an EE B
Untuk pelaksanaan pemungutan pajak tersebut daerah c’izben

o 5_;kewenangan untuk membuat _peraturan daerah mengenat pemungutan

.pajak di daerahnya dengan suatu Peraturan Daerah ‘Dengan Perai:uran
Daerah dapat dltetapkan Jjenis pa_]ak Propms:t dan Kabupaten /Kota selain
yang tersebut cil atas. Perauuran Daerah Pa_}ak Daerah dan. Retnbusx
Daerah yang d1buat oleh Pemenntah Daerah hams memenuh1 krlterla
_sebaga1 berikut:

.;1}._.-. -.Bersifat: pagak dan bukan retnbu31 L
2) - Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/
Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup
. rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah
-Kabupaten/Kota yang bersangkutan..

3} :Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
“kepentingan ‘umum, yang berarti bahwa pajak tersebut
dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara
pemerintah dan masyarakat ‘dan memperhatikan aspek
ketenteraman, dan kestabilan politik ekonomi, sosial, budaya
pertahanan dan keamanan.

4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak Propinsi dan/atau
obyek pajak pusat.

S)  Potensinya memadai, yang berarti bahwa hasil pajak cukup besar
sebagai salah satu pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya
diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan daerah.

6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative, artinya pajak
tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak
merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun
kegiatan ekspor impor.

7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,

~.spek keadilan, antara lain adalah obyek dan. subyek pajak harus.
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- jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran
--pajak dapat diperkirakan oleh wajib.pajak yang bersangkutan dan
tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak
.__sedangkan kemampuan masyarakat adalah kemampuan subyek
o _pa_]ak untuk memzkul tambahan beban pajak..

8) Menjaga kelestanan lmgkungan yautu bahwa pajak harus bersﬁat

netral terhadap lmgkungan yang berarti bahwa pengenaan pajak =
;o .tidak membenkan peluang kepada pemerintah Daerah dan
' -masyarakai: untuk memsak lmgkungan yang akan mengam beban

- bagl Pememnﬁah Daarah dan masyarakat 4

pelaksanaan pendayagunan sumber daya ‘air, dapat dmemukakaq
ketentuan pasal'33 ayat {3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung d1dajamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”,
sehingga dapat dikatakan bahwa hak menguasai sumber daya air
dikuasai oleh negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria {UUPA) hal ini diatur dalam
Pasal 2 yang beraspek publik.®

- Terkait pajak air permukaan telah terjadi penyedotan dan
pengambilan air bawah tanah yang berlebihan, yang menyebabkan
permukaan tanah semakin menurun. Kendati air tanah mengalami
penyedotan secara berlebihan akan {etapi pendapatan air bawah tanah
ternyata masih jauh di bawah target.® Seiring dengan laju pertumbuhan
penduduk dan industri, permintaan akan pemenuhan kebuiuhan air
bersih meningkat dengan pesat. Hingga saat ini air tanah masih menjadi
andalan utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih {fersebut
dibandingkan dengan sumber air lainnya karena memiliki beberapa
kelebihan, antara lain: sebarannya luas, kualitas relatif lebih baik,
infrastruktur yang dibutuhkan lebih sederhana, pengaturan
pemanfaatannya lebih mudah, harga/biaya untuk memperolehnya lebih
murah serta ketidakmampuannnya sumber daya air lainnya untuk

q

Deddy Supriady, 2001, Bratakusumah dan Dadang Selihin : Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan
di Daerah, Gramedia, Jakarta, hlm.264.
5 R.ismala Dewi, op.cit, hlm.10.

&  Pajak Air Bawsh Tanah.com, Afr Tanah Terkuras, Pendapatan Pojak Masih di Bawah Target,
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Pajak Melmdangl Kezersedman An‘ ’I‘anah". =

i air tanah. terhadap. pemakazan air; seLeIah sesuatu ”ya'ﬁgfmt.epét dan;f:'_'

'_memeﬁuhz kebutuhan air; bermh domﬂsuk mauan_mdusm baﬂc dan o
'segi kua_htas maupun kuathtas S w S Ve T s e

B Daya tarik’ axr Lanah ymg Qangai besar tersebut sangaL tidak_ﬁ .
--sebandmg deugan proses pembentukan air- taaah it sendm yang sangati_.? '
-komp!eks dan’. ‘nembutuhkan wakiy yang sangat lama. Keadaan dndo
'secara cepat memmbulkan kerusakan sepeni penurunan muka azr'_.
"tanah terbentuknya cekungan ceku,nvan air tanah kritis’ d;. beberapa-':-" h
: Wﬂayah hmgga dampak dampak 1E<utan lamnya sepertl penurunanf;'
L alrs landsubszdence) 1ntms1 a;r iaut dan 1ntru51 polutan serta' ;
' 'nya keiangkaan air tan : ;

: merupakan salah satu upaya yang dapat dztempuh dalam rangka:.
pemuhhan kondlsz ‘gir tanah ini. Salah satu upaya: dari pemermtah-" .
dalam rangka penyedzaan dana rehablhtasz airtanah ini adalah dengan .
”nenetapkan pajak. pengambﬂan air: Lanah -Namun, kenyataannya saat.
ini: pa}ak air. tanah beluim dapat membemkan perimbangan terhadap.
upaya pemuhhan air. l,anah yang. optimal: ‘Hal:ini dlperhhatkan denganf' :
tetap, tmggmya periggunaan air tanah yang menuz:gukan bahwa air tanah
tetap menjadl pilihan warga pengguna au" - R

Negara dalam hal ini ‘Pemerintah Daerah bertapgguncjawab:
terhadap persoaian atau permasalahan hngkunoan ekologis atau segala :
hal yang menyangkut- kebl_;a.kan ‘publik ‘atas masalah lingkungan dan"'
sumber: daya alam.: ‘Pertanggung: _}awaban yang bersifat akuntabei
(accountabzlzty) adalah pertanggungjawaban aparatur pemerintah atas
penggunaan, pengelolaan dan kondisi-kondisi yang terjadi, baik internal
ataupun eksternal atas sumber daya alam yang menjadi bagian dari
kekuasaan negara. Negara bertanggung jawab dalam pengelolaan
lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Asas tanggung jawab negara (siate responsibility) demikian,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004, memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan-
mengkaitkan paradigma yang melibatkan peranseria masyarakat
{community based management) tersebut. Pada pengelolaan lingkungan:

7 Pajak Air bawah Tanah.com, Analisis Pengaruh Besaran Pajak Alr tanah terhadap Pemulihan Air

Tanah dengan Pendekatan System Dynamics studi kasus Cekungan air Tanah Bandung, air tanah-
terhadap-pemulihan-air tanah, diakses 19 April 2610,

& 3itd Sundari Rangkuti, 2005, Hulum ngkungan dan hebs;ansanaan ngi—.u-agan l\iaswnai Axr]angga
—iniversity Press, Sura haya,.hlm.2 S 5 55 B 8 5 55 i S P RS 5 8 5 55 it s
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kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan
kepentingan.® Hukum lmgkungan berliubungan erat- dengan_'
keb13aksanaan dingkungan yang. ditetapkan oleh penghasa yang _
berwenang di- b1dang pengelolaan lingkungan. con

Dalam menetapkan kebi_}aksanaan lingkungan, -penguasa mgmv
' mencapal tujuan tertentu: Pada’ tanggal 1i-Maret 1982 telah’
' 'dlbﬁriakukaa Undzmg‘Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-
ketentuan pokok Pengelolaan ngkungan Huiup{UULH] d_an_ _
: dlsempurnakan ‘dengan UUPLH: Nomor 23 Tahun: 1997 tanggal: 19'-'-'
. .S&ptember 1997 Hukum ngkungan adalah hukum’ yang mengaturj_"' _
:hubungan timbal balik ‘antara ‘manusia dengan mahluk hidup 1ajnnya-f
yang apabila dilanggar ‘dapat dikenakan sanksi. Undang-undang bary
dimaksudkan untuk menyerap nilai-nilai yang bersifat keterbukaan;
paradigma pengawasan masyarakat, asas pengelolaan dan kekuasaan
negara berbasis kepentingan publik {(bottom-up), akses publik terhadap
manfaat sumber daya alam dan keadilan lingkungan'®. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 menjadi dasar bagi semua pengelolaan lingkungarn;
misainya di bidang sumber daya air dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004. Pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam’
pengelolaan lingkungan tersebut di atas telah mengungkapkan berbagai
masalah yang memerlukan kajian teoritik melalui Hukum Lingkungan
Ketatanegaraan dan Administratif, Oleh karena itu, tanggungjawab negara,
dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam
menyelenggarakan pemerintahan yang baik {good - governance).!!

B.. ?ermasaiahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, ada
beberapa masalah yang harus dicermati yaitu bagaimana kewenangan
Negara dan Pemerintah Daerah dalam mengelola air tanah? Bagaimana
seharusnya Peraturan Daerah mengatur pengelolaan pajak air tanah di
masa yang akan datang?

C. FHFonsep Pemikiran

Berbagai teori yang dikemukan oleh para ahli dan filsuf tentang
asal mula suatu Negara dan kedaulatan baik yang dikemukan oleh

?  Biti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, op.cit, hlm.3.

© Jbid, hlm.35.
ot Bigdvaan; NHT2008 “Halunr-Lingkungan *; Pancuran AlanyJakarta; him: 344
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Pajak Melmduny Ketersedlaan A:r Tanah- o '

s .”“homas Hobbes Jahn Iocke dal’l Jeaﬂ Jacques E?ousseau (Jenawa 1712-
17 78} pada akhlrnya berkemmpula;n bahwa jauh sebelum Romawz dan'i '
: Yunam Kuno serta zaman F‘xraun ch Mesn; telah ada suatu Waciah yang- _
B -menguasaz dan memenntah penduduk” Teo it dlkenal dengan nama’
‘teori. Le: Contract soczal Teon ini mengemukakan bahwa sebagian dan'
. hak masyarakat dxserahkan kepada suatu Wadah yang: akan mengurus_'
: --:-:kepentmgan bersama Wadah tersebut yana kemudzan berkembangj‘_"'

' negara '{pemermtah) untuk men}alénkan fungsmya dan melmdung1
warga {termasuk Wa 31b pajak) terhadap szkap ‘Undakan acimzmstrasa
negara {dalam arti mengatu}: ke,‘mdupan warganya dalam mengeluarkan
ketetapan-ketetapan yang memmbuikan akibat hukum bag1 objek yang

- dlaturnya) serta melindungi, pemermtah ity sendiri. Hukum pajak adalah

- hukum yang selalu mengalami perkemban@an dantentunya tidak" dapat

' dﬂepaskan antara kepentmgan negara dan kepéntingan warga neg&ra A4
Pagak merupakan alat yang ampuh di tangan pemerintah. Negara dapat
memungut pajalk dan masyarakat karena.adanya sebagian hak dari
warga masyarakat yang sudah diserahkan kepada wadah tadi yaitu
negara. ‘Hasil pajak yang d1pungut dari masyarakat oleh pemerintah
harus dipergunakan untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama
dalam hal ini diantaranya mengelola dan menjaga ketersedian air tanah,

- Pa_;ak~pa3ak tidak hanya digunakan untuk memasukan uang ke
kas negara {fungsi budgeter), tetapi juga dapat digunakan sebagai alat
untuk mencapai tujuan politis atau tujuan yang ada di uar bidang
keuangan {fungsi mengatur). Menurut Nurmantu!s terdapat dua fungsi
pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi pertama
disebut pula sebagai fungsi utama pajak, yang kerap disebut pula sebagai
fiskal. Fungsi budgetair memandang pajak sebagai alat untuk
memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-
undang perpajakan. Fungsi budgetair disebut fungsi utama pajak karena

¥ Nurmantu, Safri, 1994, Dasar- dasar Perpajakan, Jakarta : Ind-Hill- -Co, Jakarta , hlm 1.

¥ Sofrin Sofyan dan Asyar Hidayat, 2004, “Hukum Pajak dan Permasalahannya”, P? Refika Aditama,
Jakarta, hlm. 3.

B Ibid, hlm.9. st

B '-s-afr'i"iwmﬁﬁéhtu',“'Bé‘éﬁ'r‘-‘czas"éif'Pé'rﬁéj'él'&aﬁ;"ogs;"c'i‘f,' him.E6T
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fungm mﬂah yanc ‘secara histons pertama kali: muncui dengan

. :pencenaan pajak.: Fungsz kedua adaiah fungsi regulerend (mengatur}
‘Dengan: fungsi ini. pajak’ sebagm aiat untuk mengatur: atau'_

-;melaksanakan kebljakan pemermtah [daerah) daliam bzdang sosial: dan B

.akonomL Fungs1 Ani dxpandang sebagai fungsi. tambahan darz pajak,

karena fung31 ini. merupakan pelengkap ‘dari. fung31 pertama dan_f

' .dxgunakan untuk: mancapal tu_}uan tertentu.

“Dalam’ buku Asas cian Dasar perpa;akan 16 szegeienberg_-.

".mengatakan bahwa pajak pajak tidak hanya d1gunakan un:.uk"'
egara' '-tetapi Juga untuk menga ur,-

- g 'pemasukan uang ke' dalam kaS'

L 'mengatur tmgkat pendapatan sektor swasta
b ._-'.mengadakan redistribution pendapatan dan;
el mengai:ur vc-lume pengeluaran swasta '

T .Pokoknya pa_jak dapat merupakan alat yang ampuh untuk
mencapa1 tujuan 4i berbagau sektor, Selan_;utnya pajak dapat digunakan
' sebagau alat/sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat
yang ada di luar bidang keuangan negara (fungsi mengatur)!”. Untuk
dapat mencapai tujuan tersebut maka Fiscal policy sebagai suatu alat
pembangunan harus didasarkan atas kombinasi tarif pajak yang tinggi
(baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung) dengan suatil,
ileksibilitas yang lazim ada dalam sistem pengenaan pajak berupa
pembebasan pajak dan pemberian insentif {atau dorongan) untuk
merangsang private investment yang diharapkan. Pajak-pajak di dalam
masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan
ekonomi. Penggunaan hasil pajak, melalui pengeluaran pemerintah yang
dapat diatur variasinya, dapat mempengaruhi bidang ekonomi. Juga
pajak-pajak dapat digunakan untuk mendorong, menmgkatkan

_ mengembangkan perekonomian masyvarakat.

~Dalam buku Ecological Economics Principles and Application, A.C.Pigou
mengemukakan mengenai the problem of internalizing environmental
externalities. The simple solution of imposing a tax equal to the marginal
external cost. This would force the economic agent to account for all economic
cosis, creating an equilibrium in which marginal social cosis were equal to

¥ Rochmat Seemitro 1988 Asas dan Dasar Perpa_;akan Indonesxa, P’I‘Eresco Jakarta him 50 R

T T
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' tanah akan dapat chbatam Hai m1 bertuguén agar ketersedzaa;n autanah '
-.dapat terjaga. Tujuan laln dari penerapa‘l “teori’ ﬂengauur” ini adalah 3

: '. i)qigir Mplindﬁlﬁgi Kﬂtéﬁgs,ﬁ’iimn'-'ﬁir 'Tm;g;h__:_' -

margznal soczai beneﬁts” ’I‘eon yang d1kpmukakan oieh E C P1gau'-""

tersebut dzkenal dengan sebutan Plguowa,n ’I‘axes

L : Menumt teori P}gouwan taxes A Plgouvzan fax essentzally creates a:"_; '
property nght to the enmronment for the state, usmg a. Zzabzlzty rule. Firm can -

':' stzil pollute buf rhey must now payfor the damages for thezr pollutzon 19

: Fungs1 mengatur dalam perpa}akan adalah mengatur pola h1dup__'--.’. .

chtu_]ukan kepada pemenntah daerah sebagai pemungut pajak air tanah.
Pemerintah daerah dalam: memungut pa_]ak air. Lanah juga harus:
memxkn‘kan kelangsungan ketersediaan air tanah” sehmgga hasil. yang ;
d1pero}eh da_n pemungutan pajak dapat digunakan atau’ dialokasikan
untuk:kemanfaatan, perbaikan: dan pengelolaan terhadap ketersedmn;--
air; tanah ‘Pajak air yang dipungut dari masyarakat harus dapat. -
dzgunakan kembali’ untuk menjaga ketersediaan air tanah sehingga -
muiu cian ketersedman air tanah dapat tetap terjaga Air tanah adalah
salah fase dalam daur h1dr010g1 yakni‘suatu peristiwa yang selali:
berulang dari urutan tahap yang dilalui air dari atmosfir ke bumi dan
kembali ke atmosfir; penguapan dari darat atau laut dan air pedalaman,;
pengembunan membentuk awan, pencurahan, pelonggokan dalam tanah
atau badan air dan penguapan kembali (kamus Hidrologi, 1987). Air tanah
sesungguhnya adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat |
diperbaharui. Secara teoritis dan empirik pajak daerah terkait dengan
otonomi daerah yang tercipta dalam penyelenggaraan desentralisasi oleh
Pemerintah di Negara Kesatuan.

D, ' '.Desien{r'a}.isasi dan Otonbm_i Daerah

Pada hakikainya negara merupakan organisasi. Seper{i organisasi
lainnya, sejak lahir organisasi negara menganut sentralisasi.
Sentralisasi berfungsi untuk menciptakan keseragaman dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dengan asas sentralisasi terjadi

¥ Herman E.Daily and Jeshua Farley, 2004,Ecological Economic Principles and Applicatons, Washingion:

..igland Press, Washington, blm 376, ©
=" Ibid, him. 377,
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keseragaman, baik kebijakan dan hukum maupun pelaksanaannya di
seluruh wilayah dan masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam
kaitan sentralisasi kerapkali dianut pula dekonsentrasi. Dalam asas
ini. pembentukan kebuakan dan bukum secara terpusat pada
pemenntah sedangkan pelaksanaannya dﬂzmpahkan kepada aparatur
pf—*menntah di berbagal W.Ia_'yah 20 '

Bagi organ1sas1 negara yang besar dzhhat dan aspek penduduk dan
mlayah serta. permasalahan*lya kerapkali dlaraut pula desentrahsas1.
Desentrahsasz berfung31 menmptakan keanukaragaman dalam
penyeienggaraan pemermtahan ~Dengan ‘asas- teqadx '
keanekaragaman kebijakan, hul«;um dan peiaksanaannya sesuaz'
dengan keanekaracaman masyarakat.

- Desentralisasi dapat pula dipandang sebagai proses otonomisasi
syaiu masyarakat yang berada di wilayah terteniu. Proses tersebut
menghasilkan pembentukan daerah oionom. Daerah otonom adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan
otonomi, yaitu wewenang untuk membentuk dan melaksanakan
kebijakan sendiri berdasarkan prakarsa sendiri. Oleh karena itu,
Rondinelli dan kawan-kawan® berpendapat desentralisasi merupakan
the creation or strengthening financially or legally of subnational units of
government, the activities of which are substantially outside the direct control
of central government. Sejalan dengan pendapat ini, Mawhood?? (1983: 2)
meinaparkan desentralisasi adalah:

.....the creation of bodies separated by law from the national centre, in which
local representatives are gwen Jormal power to decide on a range of public
matthers. Their political base is the locallity and not as it is with commissioners
and civil servants - The nation. Their area of authority is limited, but within

that area their right fo make decisions is entrenched by the law and can only
be altered by new legislation. They have resources which, subject to the stated

limits, are spent and invested at their own decisions.

Penyelenggaraan otonomi daerah bertalian erat dengan keuangan
otonomi daerah otonom. Pertama, daerah otonom merupakan badan

#  Bhenyamin Hoessein,, 2005, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, dalam Pasang Surut Otonomi
Daerah : Sketsa Perjalanan, 100 Tahun. Institut for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta, him.
1988,

2 Rondinelli, Denais, AJohn R.Neliis, & G.Shabbir Cheem., 1983, Decentralization in Developing
Countries ; A.Review of Recent Experience. Washington D.C. ; World Bank, Washington, hlim.24 .dikutip
dari Sunarti, Eka Sri, 2006, Analisis Konfigurasi Pajak Daerah di Kota Depol (tahun 2000- 2004}, Tesis,
Fakultas llmu Sesial dan Hmu Pelitik Universitas Indonesia, Jakarta.

# Philip Mawhood, 1983, Local Government in the third World : The Experience of Tropical Africe, &

TUChICHEStET Netl York, Brishine, Toronio, Singapire’ John Wiley & Sons, Singapure, ki, 2.
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'-hukum Oleh karena iu, ‘daerah otonom rnempunym keuangan yang
: ternzsah dan keuangan Pemermtah Kedua, kewenangan yang
.dlsefahkan kepada daerah otonom oleh Pemermtah termasuﬁ
-kewenangan dalam urusan keuangan Ketzga penyeienggaraan otonomz
daerah menuntut dukungan sumber keuangam Tanpa dukungan
' keuangan otonomi daerah tidak akan tereahsasakan “Rondinelli dan
‘kawan-kawan®. fnamandang otonomi: keuangan merupakan Jantung
_ otonoml daerah “Hal tersebut nampak bahwa sejak: decentralzsatze wet
; d:terapkan Dada tahun l903 hubungan keuancan sudah terjad1 antara
F _ enntah Pusat dengan daerah (gewest atau bag1a_n baglan dari gewest}
'-:yang dxmungkznkan d1bentuk daerah otonom Namun saat -itu belum
jelas sistem, .prinsip, bentuk dan jenis anggaran vang digunakan?, Suatu
daerah dapat disebut otonom. bﬂa memenuhi beberapa kriteria sebaga;
berikut:

1. .sebagai suatu Zelfstandtgestaatrechtelgke orgamsatle yang
" dicerminkan ‘pada keuangan pemblayaan dan dunﬂ;kmya Dinas
Daerah

2. dari 3131 hukum adalah badan hukum (rechtspersoon}, sehmgga

- memiliki kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan mengenai

kekayaan (vermogensrechi), kekuasaan hukum (rechtsbevoegd} dan
-dapat bertindak (handelingsbekwaam). .

3.. . Bebagai badan hukum dapat dituntut dan menuntut plhak lain di
‘pengadilan, memiliki anggaran sendiri dengan rekening yang
terpisah dari rekening pemerintah Pusat, memiliki wewenang
untuk mengalokasikan sumber-sumber yang substansuial.

4. mengemban multifungsi yang merupakan pembeda utama antara
daerah otonom dengan lembaga yang terbentuk dalam rangka
desentralisasi fungsional,

5. . Penyeiengg_ara _desentraiisasi ad.alah Pemerintah Pusat.®®
Sesuai asas money follows function, penyerahan kewenangan daerah

juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang
ada pada pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dipegang oleh

Z op.ct, him. 48.
# Jurnal Hulkum dan Pembangunan, edisi Khusus Dies Natalies 85 Tahun Fakultas Hukum Universitas
Indonesia 28 Oktober 1924 - 28 Oktober 2009, Harsanto Nursadi, Perimbangan Keuangan antara Pusat
dan daerah; Transfer Pusat ke Daerah, Pemerataan Keuangan Daerah dan Kapasitas Daerah, Jalaria:
Badan Penerbit FHUI 2009 hlm 254 o
B L G P
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Pemerintah Pusat, D;harapkan daerah mampu untuk melaksanakan
segala urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah
diserahkan. Jika mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita
kemandirian daerah juga dapat direalisasikan.? -

B. Pajak Daerah o |
Balah satu sumber keuangan sendiri dari daerah otonom adalah
pajak daerah. Soelarno® mendefinisikan pajak daerah sebagai:

Pajak ash daerah atau pajak’ negara yang dlserahkan kepada
-'daerah “yang pemungutannya dlselenggarakan ‘oleh daerah di dalam
wzlayah kekuasannya, yang: gunanya untuk membaayal pengeluaran
daerah di dalam wilayah kekuasaannya berhubung tugas dan kewaji ban
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Davey®® pajak daerah meliputi:

1) pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan dasar
' pengaturan dari Daerah itu sendiri.
2) -pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi
* penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3} 'Pajak yang ditetapkan dan d1pungut oleh Pemeriniah Daerah itu
sendiri.
4}  Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat
--tetapi hasil pemungutannya diberikan sebahagian atau dengan
kata lain bahwa pajak tersebut dibagihasilkan Pemerintah Pusat
--dengan Pemerintah Daerah (opsenten).

Berdasarkan hukum nasional, pajak daerah merupakan iuran
wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah otonnom
tanpa imbalan langsung yang seimbang. Iuran tersebut dapat dipaksalkan
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut James dan
Nobes® (1996:237), “A tax is a compulsory levy made by public authorities
Jor which nothing is received in return. Iuran tersebut digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah,

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif. Provinsi tidak berwenang
memungut pajak di Iuar ke empat jenis pajak yang telah ditentulkan

= Ibid, him.260.

#  Blamet Soelarno, 1999, Pajak Daerak dan Retribusi Deerah, Penerbit STIA-LAN, Jakarta, hlm.87.
# Henneth J Davey, 1988, Pembiayaan Pemerintah dagrah, Ul Press, Jakarta, him.29-40,

® James Simon & Christopher Nobes, 1996, The Economic of Taxation Principles, Policy and Practice. 5
“Burape: Prentice Hall, hlm.237.
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oleh undang undang Sementara itu, jenis. pa_]ak kabupaten / kota tldak' _
bers1fat Limitatif. . Kabupaten / kota benvenang memungut pajak di Tuar .
darl ketujuh Jems pagak yang. telah ‘ditentukan. oieh undang-undang .
: -dengan kritena iterf:emﬂ\s.30 Krlteria tersebut adalah ' :

a... .;.bersﬁ'at pajalc dan bukan retnbu31 RTINS, : ' -
b..- . objek pa;ak terlenak atau terdapat d1 wﬂayah kabupamn / kota yang_
B __ﬁ'if;'bersangkutan dan mempunyal mob1htas yang cukup rendah, serta
:'hanya melayam masyarakat d1 Wllayah kabupaten / kota yang

3 bjek dan 'dasar pengenaan paJak tldak bertentangan de gan'-
o _epentmgan 'umum S : .
d - -objek paja_k bukan merupakan objek pa_]ak promnsz dan / atau objek

' pajak pusat; '

potensinya memadai.
- tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
;-"'-3menjaga kelestanan hngkungan s

Pa_]ak daerah merupakan salah satu sumber utama bag1 Pendapatan
Ash Daerah-(PAD) di samping’ sumber-sumber yang 1a1nnya Sebagai
perwujudan otonomi daerah, daerah harus mampu mengelola rumah
tangganya sendiri. Untuk itu dibutuhkan dana yang cukup, yang berasal
dari sumber-sumber. yang mampu menghasilkan pendapatan secara
berkesinambungan. Pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sumber dana yang
berasal dari pendapatan asli daerah secara berkelanjutan akan menjadi
faktor yang menentukan bagi terwujudnya otonomi daerah.

Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan
berdasarkan asas-asas dan sistem perpajakan, juga harus
memperhatikan hal-hal seperti (1) keadilan, dalam arti pungutan itu
harus bersifat umum, merata dan menurut kekuatan; (2} secara
ekonomis dapat diterima, yakni pungutan tersebut tidak merusak
sumber-sumber kemakmuran rakyat; (3) dapat dicapai tujuannya, dalam
arti pungutan itu jangan sampai mengakibatkan adanya kemungkinan

® Ning Rahayu, “Penerimaan Pajak Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Dalam Rangka Ctonomi
Daerah Dan Permasalahan- Permasalahan dalam J umai Blsms & Bn’okram Nomur 02 / Vol XIII/ MEI/

o D008 -hlm-178-179:

131




-penyelundupan atau pengurangan hasil karena Lanfnya terialu t1ngg131

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah da_n
'Retrzbu& Daerah- menetapkan ketentuan ketentuan pokok yang
memberikan pedoman keb13akan dan arahan ‘bagi Daerah dalam :
: peiaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, pajak mengena1 air dapat -
“dikenakan pada pajak prop1n51 maupun pajak kabupaten kota.

' Pengaturan ai wﬂayah ‘propinsi THaupun kabupaten/ kota bermakqa
~bahwa penggunaan ‘air harus chkelola secara’ menyeluruh di wilayah -
Endonema dan ‘merupakan tanggung jawab bersama antara’ pemerintah
“‘propinsi’ maupun ‘peimerintah kabtipétten/ kota. Pemquutan paja.k axr':
-Juga harus memzk;rkan untuk menjaga dan mengeloia ketersedlaan- '
airdi: masa mendatang B : '

¥F. Air Tanah

Dari seluruh air yang ada di bumi, hanya 2,35% saja yang
mempakan air tawar {fresh water), smanya adalah air laut (salt water).
Dari 2,35% air tawar tadi, dua pertiganya terperangkap dalam glasiers
dan tertutup salju permanen. Sisa sepert1ganya masﬁn pula dlkoton

terbuang percuma karena polusi dan lauwlam”

- Alr adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah, termasuk pengertian ini air permukaan, air tanah,
air hujan dan air laut yang berada di darat. Sumberdaya air mempunyai
fungsi sosial, lingkungan hidup, ekonomi yang diselenggarakan dan
diwujudkan secara selaras. Sumber daya air dikelola berdasarkan asas
kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan
keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan
akuntabilitas®. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat®.

Air tanah adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan
tanah pada lajur/zona jenuh air (zone of saturation). Air tanah terbentuk
air hujan dan air permukaan yang meresap {infiltrate) mula-mula ke
zona tak jenuh {zone of aeration) dan kemudian meresap makin dalam
{percolate} hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah.

*  Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2001, Otonemi Penyelenggaraan Pemerintahan
di Daerah, Gramedia, Jakarta , himn. 265,

#  Hamid Chalid, 2009, Hak Asasi Manusia Atas Air ; Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan
Indonesza stertasz, Depok Fakultas Huhum Unwersltas Indonesxa, him.1.

U ibid, him. 2 1.




= 'Pajak Menndimg'i--._Kez'e'rsédiaﬁh .:Ai'r".- Tanah’ s

& Sedangl;a'l pengert;an air: permukaan adalah semua air yang terdapat
A pada permukaan tanah Deumsl Air: ‘I‘anah menw”ut Undang—Undang
‘Nomor 7 Tahun 2004 adaiah air yang terdapat dalam iapzsan tanah atau __"- -

batuan dl bawah permukaan a1r 35_ S

Penggunaan a1r oleh masyara_kat maupun mdustn Juga men_;adz-_;-
ionai mulai: membahas_'- -

-_toplk daiam pembahasan mternaszonai Intern’
.mengenm a1r karena

% themovement. ef groundwater does not respect munzczpal bo ndanes it
makes sense that the state'is the entity that can. regulate orirestricti..
S gmundwater use. New. Hampshzre s Groundwater Protection Act (RSA 485C)
+isintended to'ensure that new “large’ groundwater withdrowals. {thosethat
exceed 57,600 gallons over any 24 hour -period) do not adversely impact the
quality or guantity of groundwater or water resources such as neighboring -
wells, wetlands, streams, rivers and lakes, Since August 1998, any proposed,

“Earge groundwater withdrawal must, undergo a comprehensive permitting

process; to demonstrate that other water users. oriater resources {Zakes,-
rivers and wetlands) would not be adversely impdcted. The permitting process -

includes public notification, two public hearings, extensive field testing and

assessment of data, and development of an envzronmental momtonng,

repomng, and mztzgaaon plan N '

G- Pengeiolaan ngkungan PR

_ Pengelolaan air tanah adalah hal mutlak bagl para pegabat_
pemermtah termasuk mema_ham1 asal—usul dan sifat-sifat air tana.h )

agar t1dak ter_]adl kesalahan pengertian tentang sumber daya yang
chkelola “Kesalahan pengert;an tersebut akan menjadikan tujuan

mewujudkan kemanfaatan tanah terutama bagi masyarakat tidalk
mencapeu Sasaran bahkan Justru menimbulkan dampak yang

meruglkan bagl ketersedlaan air tanah itu sendiri.

. Pasal 10 Undang Undang pengelolaan Lingkungan I—hdup

menetapkan 9 (sembilan} kewa_;lban Pemerintah dalam mengeioia
lingkungan®. ¥

1. . Mengembangkan [(termasuk menumbuhkan dan meningkatltan)
kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam
pengelolaan lingkungan;

2, Mengembangkan kesadaran mengenai hak dan tanggung jawab

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;

* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air.

*® Environmental Fact Sheet, 2010, Groundwater Rights and groudwater Proteetion Act, New Hampshire
Department of Environmental Services.

v B N T Blatid e 20009 “Hitk oo Tingkaman™, Pancaran Alan; Jakaiw; o g8,
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3. . Mengembangkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha: dan

... pemerintah dalam rangka pengembangan kemampuan hngkungan

{ environmental capacity); :
4, -Mengembangkan dan menerapkan kebl_jaksanaan nasmnal
- .pengelolaan lingkungan yang . menjamin terpehharanya
o kemampuan lmgkungan (envzronmental capacity; SREIET
S.. -Mengembangkan dan menerapkan perangkat.yang b@rsﬂat pre
- emptif, ~preventif, dan proaktif terhadap penurunan kemampuan
; 'illngkungan L . : i

'6:.:3.:---_Memanfaatkaﬁ dan mengembangkan teknologl yang akrab '

i ingkungan (enmromental friendly); - <
: ':.'Menyedlakan dan menyebarkan 1nforma31

8. "fmenyelenggarakan penelitian dan pengembangan di mdang
S '_hngkungan {research and development); :
9, - -Membenkan penghargaan terhadap yang pihak berjasa (pengabdz
' _pejuang, dan penyelamat lmgkungan} baik secara perorangan atau

... institusi (orgamsas.i/ LSM). : :

Pengelolaan lingkungan merupakan upaya manusia untuk

berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan
mencapai kesejahteraan. Salah satu aspek penting dalam dalam hukum
lingkungan adalah adanya suatu instansi yang memiliki kekuasaan

{power) untuk melakukan pengelolaan atas sumber-sumber daya ajam'

dan lingkungan. Dari segi yuridis, kekuasaan {power} berhubungan

dengan wewenang. Sumber kekuasaan di dalam pola hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah negara. Negara menump

Bellefroid adalah suatu masyarakat hukum, yamg secara permaren
menempati suatu daerah tertentu dan yang diperlengkapi dengan
kekuasaan tertinggi untuk mengurus kepentingan umum.*® Kekuasaan
negara dalam konteks menyelenggarakan kepentingan umum, dapat
dilihat dari prinsip penguasaan negara: bumi, air dan segala kekavaan
yang terkandung di dalamnya, serta menjadi hajat hidup orang banyak,
dikuasai oleh negara, untuk digunakan untuk kehidupan orang banyak.

H  Penutup
1.  Kesimpulan

a.  Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri,
permintaan akan pemenuhan kebutuhan air bersih

B A IO e e e e
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meningkat dengan pesat sehingga terjadi terjadi penyedotan
dan pengambilan air bawah fanah yang berlebihan, yang dapat
menyebabkan permukaan tanah semakin menurun. '

Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung}awab

' :-'terhadap nersoaian atau permasalahan 11ngkungan ekologis
'_-atau segala hal yang menyangkut keszakan pubhk atas
masalah’ Imgkungan dan sumber daya alam g '

'-Selam untuk meng131 kas negara pajak Juga harus dapat'
" ‘menjaga kelestarian lingkungan, yaitu bahwa pajak harus
. bersxfat ‘1etra1 terhadap hngkungan yang beraru bahwa
: pengenaan: pa_]ak tidak ‘memberikan” peluang k_epa_da
'.pemerintah-“Daerah dan masyarakat untuk ‘merusak

lingkungan yang akan men_]adl beban bagi Pemeriniah Daerah
dan masyarakat..

2., Baran

8

- Air merupakan-bagian mutlak yang diperlukan dan harus ada

bagi kelangsungan hidup, tidak hanya untuk manusia tetapi
juga untuk hewan dan tumbuhan: Air merupakan sumber daya
alam yang tidak dapat diperbaharui, dan karena itu perlu dijaga

: kelestamannya

Pengenaan pajak air daharapkan dapat mempunyai manfaat
sebagai pengisi kas pemerintah dan dapat menjaga
kelestarian dan ketersediaan air bawah tanah.

Pemerintah diharapkan dapat membuat model pemungutan
pajak air, sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat
ikut terlibat dalam menjaga ketersediaan air. Terjaganya
ketersediaan air tanah akan berdampak pada terjaganya
ekosistem lingkungan hidup.
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